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PENGERTIAN Akuntansi Barang Milik Negara adalah proses pengakuan, pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan barang milik negara yang dimiliki dan
memberikan manfaat.

TUJUAN Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang
akuntansi barang milik negara di RSPON.

KEBIJAKAN 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku
Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa
Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Kesehatan.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

PROSEDUR 1. Menerima data barang masuk atau pekerjaan (aset tetap) di dalam
pengadaan barang dan jasa dan/atau hibah.

2. Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) penyelesaian
pekerjaan, BAST Hibah, SP2D, SPM dan dokumen pengadaan
barang jasa.

3. Menginput BMN hasil pengadaan barang dan jasa dan/atau hibah
pada kertas kerja transaksi aset.

4. Menginput BMN hasil pengadaan barang dan jasa dan/atau hibah
di aplikasi pada menu transaksi BMN serta membuat DBR, DBL,
KIB (jika ada).

5. Menerima ADK Persediaan pada aplikasi SIMAK BMN setiap
bulannya.

6. Mengirimkan ADK SIMAK BMN dan PDF Neraca sementara ke
aplikasi SAIBA.

7. Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan sub bagian Akuntansi
dengan melakukan pengiriman data.

8. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal antara SIMAK DAN
SAIBA.

9. Mencetak Label nomor, DBR, DBL, KIB.

10. Menempel label dan mengganti DBR.

11. Mencetak laporan dari aplikasi SIMAK dan meminta ttd KPB pada
laporan BMN setiap semester.

12. Membuat Catatan atas Laporan BMN setiap Semester.

13. Melakukan sinkronisasi ADK SIMAK ke aplikasi SIMAN setiap
semester.

14. Mengikuti reviu RKBMN dengan Ditjen Yankes dan ltjen terkait
laporan BMN setiap semester.

15. Melakukan Revisi RKBMN sesuai arahan hasil reviu dari Ditjen
Yankes dan/atau Itjen/KAP/BPK.

UNIT TERKAIT - Bagian Akuntansi dan BMN

- Seluruh pegawai di lingkungan RSPON.
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v

Menerima data barang masuk atau pekerjaan (aset tetap) di dalam
pengadaan barang dan jasa dan/atau hibah.

¥

Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) penyelesaian pekerjaan,
BAST Hibah, SP2D, SPM dan dokumen pengadaan barang jasa.

v
[Menginput BMN hasil pengadaan barang dan jasa danfatau]

hibah pada kertas kerja transaksi aset.
v

Menginput BMN hasil pengadaan barang dan jasa dan/atau hibah di aplikasi
pada menu transaksi BMN serta membuat DBR, DBL, KIB (jika ada).

o
[ Menerima ADK Persediaan pada aplikasi SIMAK BMN setiap bulannya. J
v
[ Mengirimkan ADK SIMAK BMN dan PDF Neraca sementara ke aplikasi SAIBA.J
v

Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan sub bagian Akuntansi
dengan melakukan pengiriman data.

v
[ Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal antara SIMAK dan SAIBA. J

[Mencetak Label nomor, DBR, DBL,J

‘ Menempel label dan mengganti DBR. ]

Mencetak laporan dari aplikasi SIMAK dan meminta ttd KPB
pada laporan BMN setiap semester.

v
l Membuat Catatan atas Laporan BMN setiap Semester. J

v
[ Melakukan sinkronisasi ADK SIMAK ke aplikasi SIMAN setiap semester. ]

v
ﬁengikuti reviu RKBMN dengan Ditjen Yankes dan lItjen terkaitJ

laporan BMN setiap semester.

v

Melakukan Revisi RKBMN sesuai arahan hasil reviu dari Ditjen
Yankes dan/atau Itjen/KAP/BPK.
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PENGERTIAN Penetapan Status Penggunaan BMN adalah suatu bentuk surat keputusan
dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna
Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk
menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi
tanggung jawab Satuan Kerja.
TUJUAN Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang penetapan
status penggunaan barang milik negara di RSPON.
KEBIJAKAN 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna
Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang
dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.
PROSEDUR Untuk BMN di bawah 100 juta:
1. Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya.
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah
dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan
3. Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan
maupun selain tanah dan bangunan.
4. Membuat surat usulan untuk ditanda tangani oleh Dirut.
5. Menyampaikan usulan berkas pengajuan PSP BMN ke Ditjen Yankes.
6. Menerima SK PSP dari Ditjen Yankes.
7. Menginput barang sesuai SK PSP pada menu wasdal PSP di aplikasi
SIMAN.
8. Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah
terbit.
Untuk BMN di atas 100 juta:
1. Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya.
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah
dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan
3. Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan
maupun selain tanah dan bangunan.
4. Membuat surat usulan untuk ditanda tangani oleh Dirut.
5. Menyampaikan usulan rekomendasi PSP BMN ke Ditjen Yankes.
6. Menyampaikan usulan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL.
7. Menerima SK PSP dari KPKNL.
8. Menginput barang sesuai SK PSP pada menu wasdal PSP di aplikasi
SIMAN.
9. Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah
terbit.
UNIT TERKAIT - Bagian Akuntansi dan BMN

- Seluruh pegawai di lingkungan RSPON.
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v
[ Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya. J

v
{Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupaJ

tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan

v

Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan
bangunan maupun selain tanah dan bangunan.

'3
[ Membuat surat usulan untuk ditanda tangani oleh Dirut. J

\.

Menyampaikan usulan berkas Menyampaikan usulan rekomendasi PSP
pengajuan PSP BMN ke Ditjen BMN ke Ditjen Yankes. (untuk usulan di
Yankes. atas 100 juta)

v
[ Menerima SK PSP dari Ditjen Yankes ] [ Menyampaikan . berkas }

pengajuan PSP BMN ke KPKNL.

v
L Menerima SK PSP dari KPKNL.

[Menginput barang sesuai SK PSP pada menu wasdal PSP di}

aplikasi SIMAN.

v
Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang
telah terbit. J
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[ Margt 202 = ;
$(K),KIC, MARS

dr.Mursyid Bustami,
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN adalah suatu bentuk
laporan tanggung jawab bersama baik Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. Apabila Wasdal dapat
berjalan dengan efektif maka temuan BPK RI dimaksud akan dapat
diminimalisir atau bahkan dapat dieliminasi dari pelaksanaan
pengelolaan BMN.

TUJUAN

Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang
laporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara di
RSPON.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik
Negara.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku
Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa
Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Kesehatan.

PROSEDUR

1. Menghimpun data-data yang digunakan untuk pemantauan terkait
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan dan pengamanan BMN

2. Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan
pengamanan BMN

3. Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, penatausahaan,
pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atau suratpermintaan penertiban BMN
daripengolah barang.

4. Membuat laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN pada
aplikasi SIMAN dan mengirimkan hardcopy laporan kepada KPKNL
dan ditembuskan kepada Pengguna Barang.

5. Mengarsipkan laporan pengawasan dan pengendalian kepada
KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang.

UNIT TERKAIT

- Bagian Akuntansi dan BMN
- Seluruh pegawai di lingkungan RSPON.
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v

Menghimpun data-data yang digunakan untuk pemantauan terkait
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan dan pengamanan BMN

v
Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan
pengamanan BMN
i
v

Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, penatausahaan,
pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atau suratpermintaan penertiban BMN
\darioenaoiah barana.

Membuat laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
pada aplikasi SIMAN dan mengirimkan hardcopy laporan
kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang.

Mengarsipkan laporan pengawasan dan pengendalian kepada
KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang.
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STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

| Maret 1071

|

dr.Mursyid Bustami
NIP. 1962091

PENGERTIAN

Rencana Kebutuhan BMN adalah suatu bentuk laporan tanggung jawab
bersama baik Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun
Pengelola Barang berupa dokumen perencanaan BMN untuk periode 1
(satu) tahun.

TUJUAN

Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang
rencana kebutuhan barang milik negara di RSPON.

KEBIJAKAN

1.

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 150/PMK.06/2014 tentang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku
Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa
Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Kesehatan.

PROSEDUR

N

ook

7.
8.

9.

Mengumpulkan data-data yang digunakan untuk penyusunan
RKBMN berupa hard copy dan soft copy.

Menyortir data-data yang akan dimasukan ke dalam SIMAN.
Membuat usulan manual pada Ms. Excel dan menginputnya dalam
aplikasi SIMAN.

Mencetak Laporan RKBMN.

Membuat Surat Pengantar Laporan RKBMN.

Mengirimkan Laporan RKBMN melalui SIMAN ke unit akuntansi
wilayah.

Mengirimkan hard copy laporan RKBMN ke Ditjen Yankes.
Mengikuti reviu RKBMN dengan Ditien Yankes dan ltjen terkait
usulan RKBMN.

Melakukan Revisi RKBMN sesuai arahan hasil reviu dari Ditjen
Yankes dan/atau ltjen.

10. Mengarsipkan laporan RKBMN.

UNIT TERKAIT

- Bagian Akuntansi dan BMN
- Seluruh pegawai di lingkungan RSPON.
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v

Mengumpulkan data-data yang digunakan untuk penyusunan
RKBMN berupa hard copy dan soft copy.

v
(Menyortir data-data yang akan dimasukan ke dalam SIMAN. J

Membuat usulan manual pada Ms. Excel dan menginputnya
dalam aplikasi SIMAN.

v
[ Mencetak Laporan RKBMN. ]

v
[ Membuat Surat Pengantar Laporan RKBMN. }

Mengirimkan Laporan RKBMN melalui SIMAN ke unit
akuntansi wilayah.

[ Mengirimkan hard copy laporan RKBMN ke Ditjen Yankes.J
&
[ Mengikuti reviu RKBMN dengan Ditjen Yankes dan ltjen }

terkaitu usulan RKBMN.

Melakukan Revisi RKBMN sesuai arahan hasil reviu dari
Ditjen Yankes dan/atau Itjen.

Wengarsipkan laporan RKBMN. J




